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PUSTAKA 71 71 72 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1, Latar Belakang Secara

filosofis, Pemilihan umum atau yang seringkali disebut dengan Pemilu merupakan perwujudan pesta demokrasi 5 (lima)
tahunan yang bertujuan untuk mengisi jabatan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. 1 Lebih lanjut, Pemilu
merupakan implementasi demokrasli di Indonesia yang memberikan peran bagl rakyat untuk ikut serta secara langsung dalam
memilih kepala negara dan wakil rakyat. Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, Pemilu menjadi bagian penting dalam agenda
kenegaraan dan sekaligus pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD NRI 1945, terutama pada aspek limit of power
(pembatasan kekuasaan).2 UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi penyelenggaraan Pemilu secara tegas mengatur
mengenai pembatasan masa jabatan eksekuuf dan Ieglslanf hanya dalam waktu 5 (lima) tahun. Lebih lanjut, dalam Pasal 22E
Ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan milu dilak gsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap
lima tahun sekali. Ketentuan tersebut s_@g tegas mengamanatkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan setiap S (lima)
tahun sekali. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak lebih dan tidak
kurang dari lima tahun.3 1 Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 3. 2 Rahmat
Bagja, Dayanto, 2020, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, h. 9.

Selanjutnya disebut Bagja. 3 Abdhy Walid Siagian, dkk, *Konstitusionali Pelak ilih
2024", Jurnal Legislatif, No. 2, Vol. 5, 2022, h. 102. Apabila dilihat dari segi historis, pelaksanaan Pemilu secara demokratis di

Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2004 2009, 2014 dan 2019. Oleh karenanya, Pemilu 5 (lima) tahunan periode
selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 tentu akan menjadl menarik, mengingat pada
Pemilu periode ini tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus incumbent (pemegang jabatan
yang ikut kembali dalam pemilihan), sehingga akan melahirkan beragam dinamika politik dalam setiap tahapannya.4
Menyambut tahun politik 2024, dinamika politik mulai dilakukan oleh elit politik, salah satunya dengan menarasikan
penundaan Pemilu hingga tahun 2027. Narasi tersebut didasarkan pada stabilitas ekonomi dan politik negara dalam situasi
Pandemi Covid-19. Narasi penundaan Pemilu pertama kali disampaikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang
mengatakan bahwa dunia usaha menghendakl agar Pemilu diundur.5 Narasi tersebut kemudian berkembang_dengan
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